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IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH 

DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG 

TIMUR 

ABSTRAK 

Oleh: 

LILIS FATIMAH 
 

Wakalah dalam lembaga keuangan terjadi apabila nasabah memberikan 

kuasa kepada bank  untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, 

akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad 

dalam pembiayaan Syari’ah seperti pembukuan L/C, Inkaso, Transfer uang, atau 

akad Murabahah. Implementasi menjadi bagian penting dalam kegiatan lembaga 

keuangan, dengan demikian, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi wakalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Artha Berkah 

Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif 

dengan analisis data kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Semua data 

yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Wakalah dalam 

Pembiayaan Murabahah merupakan suatu sistem pembiayaan murabahah dengan 

menggunakan akad wakalah merupakan jual beli dengan cara pebelian yang 

diwakilkan oleh pihak BMT kepada anggota, dengan tujuan pihak yang 

mewakilkan menyerahkan sepenuhnya pembelian barang yang diinginkan kepada 

anggota. Dengan catatan persetujuan hasil survey, hal ini dilakukan bertujuan 

untuk tolong-menolong. Wakalah telah di implementasikan dalam pembiayaan 

murabahah oleh pihak BMT Artha Berkah Ansoruna sejak tahun 2016-sekarang. 

Dalam penerapannya telah berjalan baik sesuai dengan syarat-syarat wakalah. 

Akan tetapi masih terdapat sebagian anggota (Al-Wakil) yang tidak memenuhi 

akad wakalah. 

 

  



vi 
 

vi 
 

HALAMAN MOTTO 

 

                      

      

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati 

alloh dan rosul (juga) janganlah kamu  menghianati amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu menghianati.” ( QS. Al-Anfal: 27)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli merupakan aktifitas sehari-hari yang tidak terlepas dalam 

kehidupan. Perkembangan pertumbuhan di era globalisasi seperti sekarang ini 

yang menyebabkan permintaan kebutuhan pokok dalam kehidupan semakin 

meningkat baik kebutuhan produktif maupun kebutuhan komsumtif. 

Kemampuan masyarakat yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan 

membutuhkan sebuah lembaga keuangan hadir dengan memberikan 

pembiayaan. Perbankan Syari’ah merupakan salah satu lembaga keuangan 

yang memberikan jasa pembiayaan dengan prinsip Syari’ah. Perbankan 

Syari’ah di Indonesia hadir ketika perekonomian bangsa mengalami 

kemrosotan hingga menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangn dan 

dampaknya masih dirasakan hingga saat ini, lembaga ini yang berfungsi 

mengerahkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut 

kepada masyarakat lain yang membutuhkan yang diaplikasikan dalam betuk 

pembiayaaan.
1
 

BMT adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non 

Bank yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam operasional 

usahanya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan 

penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam 

                                                           
1

Wenda Yuspin,Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah, 

(Surakarta:Jurnal Ilmu Hukum, vol. No.1, Maret 2007), h. 66 
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bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Aktivitas utama lembaga keuangan adalah mengoptimalkan 

penghimpunan dana dari masyarakat. Disamping sebagai polling likuiditas, 

harus ada kemampunan dana masyarakat ini juga mempunyai misi untuk 

mendidik atau menumbuhkan budaya menabung pada masyarakat,teutama 

bagi kalangan informal dan mikro. Dengan tersedianya dana Wadi’ah Dan 

mudharabah yang cukup dan stabil akan memberikan kesempatan yang lebih 

luas bagi BMT untuk melakukan penyaluran dana. 

Selain itu, terdapat perkembangan akad dalam pelaksanaan 

murabahah sendiri pada perbankan Syari’ah. Perkembangan akad tersebut 

disebabkan dengan adanya penyertaan akad wakalah. Penyertaan akad 

wakalah dilakukan oleh bank untuk memberikan sejumlah uang tunai kepada 

nasabah yang kemudian digunakan nasabah untuk membeli barang kepada 

pihak ketiga. Dengan adanya akad wakalah tersebut, merubah fungsi bank 

sebagai penjual dalam murabahah. 

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan 

jasa tertentu, akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat 

sahnya akad-akad dalam pembiayaan Syari’ah seperti pembukuan L/C, 

Inkaso, Transfer uang, atau akad Murabahah. 

Akad Wakalah dalam produk Syari’ah perlu benar-benar dipahami 

akad ini seharusnya diterapkan dan diaplikasikan dan produk jasaBMT. 
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Dalam masalah ini dibahas kaidah fiqh terhadap akad–akad tersebut, dan 

bagaimana seharusnya akad wakalah dapat diaplikasikan dalam produk-

produk jasa perbankan Syari’ah agar sesuai dengan tuntunan 

syariat. 2
Murabahah adalah penjualan barang seharga pembelian disertai 

dengankeuntungan yang diberikan oleh pembeli.
3
 

Murabahah merupakan salah satu transaksi yang terdapat dalam 

sistem ekonomi Islam. Murabahah diartikan sebagai seseorang yang menjual 

suatu barang dengan menegaskanharga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagailaba. Akad tersebut 

merupakan akad konsumtif, artinya transaksi yang hanya di dilakukanuntuk 

perjanjian sesaat, seperti perjanjian membeli kendaraan, alat elektronik, 

danlain sebagainya. 

Sistem akad jual beli yang digunakan oleh bank-bank dan lembaga 

keuangan Syari’ah adalah akad Murabahah. Transaksi Murabahah sudah 

diterapkan sejaki zaman Nabi SAW dan para sahabat meski masih sangat 

sederhana, transaksi Murabahah diartikan suatu penjualan barang seharga 

barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah 

pihak yang melakukan akad tersebut. Salah satu produk utama pembiayaaan 

sebagian besar LKS Syari’ah di Indonesia menggunakan akad Murabahah. 

Hal ini dikarenakan sistem dan tehnik penghitungannya lebih mudah 

dimengerti baik oleh anggota/calon anggota BMT maupun pihak LKS. 

                                                           
2
 Dimayuddin Djuwaini, Pengantar Fiqih muamalah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008),h. 

104 
3
 Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 226 
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Dalam akad pembiayaan Murabahah, anggota/calon anggota BMT 

sebagai penjual dan rukun serta syarat yang digunakan dalam pelaksanaan 

Murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, ada beberapa 

hal yang harus terpenuhi didalam transaksi jual beli (Murabahah) sebagai 

syarat dan rukun yang melandasi pinjaman tersebut. Harus ada penjual, 

pembeli, objek yang diperjual belikan ijab dan kobul serta akad yang 

menyertai perjanjian jual beli (Murabahah). 

Implementasi atau penerapan wakalah berarti penyerahan 

pendelegasian, maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam terhadap satu 

pihak kepihak lainnya. Wakalah dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

produk Murabahah melalui Wakalah dilakukan penyerahan, pendelegasian 

atau pemberian mandat sebagai pembiayaan Murabahah. 

Sebagaimana dibahas di atas, masih terdapat konsepdengan apa 

yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan Murabahah. Diantaranya 

pihak BMT hanya memberikan dana kepada nasabah saja, setelah itu nasabah 

membeli barang yang diperlukan dengan sendirinya tanpa didampingi petugas 

BMT, nasabah juga tidak memberikan atau menunjukan cek atau notta hasil 

pembelian barang tersebut kepada BMT, didalam syari’ah seharusnya pihak 

BMT lah yang memberikan barang tersebut. 

Indikasi ketidaksesuaan itu adalah mengenai konsep Murabahah bil 

wakalah (agenkepada nasabah) yang jika tetap dipertahankan lebih mendekati 

pada jual beli yangdiharamkan, yaitu jual beli ma’dum atau jual beli barang 

yang tidak ada pada seseorang (penjual). Walaupun demikian, masih terdapat 
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dispensasi mengenai pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, yaitu jika pihak 

BMT berada dalam kemadharatan apabila tidak menggunakan pelaksanaan 

Murabahah dengan agen. Akan tetapi, kitaharus bijak untuk memaknai apa 

yang disebut keadaan madharat itu, pihak BMT tidakboleh langsung 

mengaitkannya dengan alasan madharat dikarenakan ada kriteria masing-

masing mengenai madharat. BMT Artha Berkah Ansoruna 

Mengimplementasikan Wakalah dalam pembiayaan Murabahah, menurut 

Costomor Service BMT menggunakan Wakalah untuk mempermudah 

pembiayaan Murabahah namun sebagian nasabah tidak memenuhi ketentuan 

Wakalah sepertihalnya memebrikan nota pembelian dalam kurun waktu yang 

ditentukan. 

Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus berikut ini: 

BMT Artha Berkah Ansoruna dari tahun 2016 sampai sekarang 

kurang lebih 1000 pengajuan pembiayaan Murabahah, untuk melakukan 

pembiayaan Murabahah dengan menggunakan akad Wakalah, langkah awal 

yaitu calon anggota menyebutkan nominal yang akan diajukan untuk 

pembelian barang yang diinginkan calon anggota, dengan catatan membawa 

surat yang akan dijadikan barang jaminan, syarat untuk barang jaminan yaitu 

angka nominal dari jaminan lebih besar dari nominal yang diajukan. sebelum 

pihak BMT memberikan dana untuk calon anggota terlebih dahulu pihak 

BMT melakukan survey untuk melihat apakah calon anggota layak untuk 

diberikan dana atau tidak. Jika layak untuk diberikan dana maka pihak BMT 

melakukan akad dengan calon anggota, karena pihak BMT tidak memiliki 
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barang yang diinginkan oleh calon anggota maka pelaksanaan pembiayaan 

Murabahah menggunakan akad Wakalah, agar calon anggota dapat membeli 

barang yang diinginkan.  

Dalam hal ini perbedaan antara Murabahah dan Mudhorobah yaitu, 

jika Murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli, sedangkan Mudhorobah murupakan 

kontrak utang apabila pemilik modal memberikan modalnya kepada 

pengelola modal untuk dilakukan dalam perniagaan. 

Pertama, Tuan Sujadi mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT 

Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur pada tanggal 10 

oktober 2017, untuk pembelian sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS 

MMC yang akan diambil dari Dealer Honda Rona Motor dengan harga Rp 

18,225,000,- setelah dinegoisasi, akhirnya pihak BMT menyutujui 

permohonan tersebut dengan keuntungan BMT mengambil keuntungan 20% 

dari harga perolehan, sehingga BMT menjual sepeda motor tersebut kepada 

Tuan Sujadi dengan harga Rp 21,870,000,- dan angsuran dilakukan selama 36 

bulan yakni sebesar Rp 607,500,-/bulan. Dalam pembelian sepeda motor 

Honda Vario tersebut BMT hanya memberikan 80% dari total harga 

perolehan sepeda motor kepada Dealer, yakni sebesar 18,225,000,-, dan Tuan 

Sujadi membayarkan uang muka kepada Dealer Honda Rona Motor sebesar 

Rp 3,645,000,- atau 20% dari total perolehan barang. Dalam akad Tuan 



7 
 

 
 

Sujadi akan membeli sebuah sepeda motor merk Honda Vario akan tetapi 

Tuan Sujadi membelikan jenis motor lain yaitu motor Honda Beat.
4
 

Kedua,Tuan Aziz mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Arha 

Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur pada tanggal 23 januari 

2017, untuk pembelian Etalase yang akan diambil dari toko Rohmat 

Alumunium dengan harga 3,000,000.- setelah dinegoisasi, akhirnya pihak 

BMT menyetujui permohonan tersebut dengan ketuntungan BMT mengambil 

keuntungan 20% dari harga perolehan, sehingga BMT menjual Etalase 

tersebut kepada Tuan Aziz dengan harga 3,600,000,- dan angsuran dilakukan 

selama 36 bulan yakni sebesar Rp 100,000;-/bulan. Dalam pembelian Etalase 

tersebut BMT hanya memberikan 80% dari total harga perolehan Etalase 

kepada toko Rohmat Alumunium, yakni sebesar 3,000,000,-.Namun dalam 

hal tersebut nasabah terkadang lalai untuk melakukan angsuran dalam kurun 

waktu yang ditentukan. Namun pihak BMT hanya memberi teguran terlebih 

dahulu jika sudah melampui batas maka pihak BMT memberi surat teguran 

kepada anggota.
5
 

Dapat disimpulkan bahwasan nya BMT Artha Berkah Ansoruna 

melalui pelayanan syari’ah memugkinkan sekali banyak hal yang harus 

dicermati tentang pelaksanaannya, khususnya akad Murabahah dengan 

menggunakan Wakalah, tidak hanya dalam proses akad ataupun dalam 

perjanjannya, implikasi setelah perjanjian itu berlangsung masih banyak 

aspek yang dapat diteliti.  

                                                           
4
Sujadi, Wawancara, 09 Oktober 2017 

5
Aziz,Wawancara,08 Oktober 2017 
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Dengan demikian hal ini menarik untuk diteliti, berdasarkan 

pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti judul : 

“IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN 

MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA MATARAM 

BARU LAMPUNG TIMUR.” 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

BagaimanaImplementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah 

Di BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari pelaksaannya penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahuiImplementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di 

BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis 

Manfaat yang dilakukan oleh peneliti secara teoritis adalah sebagai 

bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan terutama Wakalah dalam 

akad Murabahah dan sebagai koreksi atas Implementasi Wakalah dalam 

akad Murabahah pada BMT. 
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b. Secara praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk 

pihak BMT serta bahan bacaan bagi pihak pihak yang ingin mengetahui 

Implementasi Wakalah dalam akad Murabahah pada BMT ARTHA 

BERKAH ANSORUNA. 

D. Penelitian Relavan 

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian 

yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, dengan demikian akan 

terlihat vondasinya dan dapat dilihat pula perbedaan tujuan yang ingin 

dicapai. 

“penelitian relevan merupakan bagian yang memuat uraian  secara 
sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang 
persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Penulis mengungkapkan dengan 
tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. 

Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan 
dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang 

akan dilakukan berada.
6
 

Terkait dengan  judul skripsi  penulis yang berjudul “Implementasi 

Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT ARTHA BERKAH 

ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR”, penelitian ini 

penulis lakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Moh. Ulin Nuha NIM. 2102172, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 

lulus tahun 2008, yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap 

Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Wakalah dalam satu 

                                                           
6
P3M, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2011), 

h. 27.  
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transaksi di BPR Syari’ah Asad Alif Sukoharjo Kendal” Skripsi jurusan 

Mu’amalah Jurusan Syari’ah.
7

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

Implementasi dan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap 

pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam satu transaksi di BPR 

Syari’ah Asad Alif Sukoharjo Kendal. Hasil penelitian yang dilakukan 

bahwa Implementasi dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah 

untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Implementasi 

pembiayaan Murabahah dan Wakalah dalam satu transakksi lebih tepat 

dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang ketika bentuk itu menjadi 

akad utang piutang, maka tidak diperkenankan mengenakan tambahan 

atas pinjaman. Jika hal ini dilakukan termasuk dalam salah satu cara 

pengambilan riba. 

2. Masriah NIM. 0480014, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

lulus tahun 2008, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pernyertaan Akad  Wakalah dalam Transaksi Murabahah studi kasus di 

BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman” Skripsi Thesis Jurusan 

Muamalah.
8
 Penelitiannya bertujuan untuk mengkaji data berdasarkan 

praktek plaksanaan pembiayaan dan pemberian penilaian apakah sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat. Hasil penelitian yang 

dilakukannya bahwa terungkap bahwa penyertaan akad Wakalah dalam 

transaksi Murabahah di BMT Agawe Makmur cabang Sleman 

Yogyakarta tidak menyalahi aturan aturan Syari’ah, hal ini karena 

                                                           
7
http://librarty.walisongo.ac.iddi unduh pada 25 februari 2015 

8
http://digiblib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1614 di unduh pada 25 februari 2015. 

http://librarty.walisongo.ac.id/
http://digiblib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1614
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didasarkan adanya kerelaan anatra kedua belah pihak yang melakukan 

Murabahah. 

3. Mike suciasari, Mahasiswa IAIN Metro lulus tahun 2015, yang berjudul 

“kedudukan akad Murabahah berkaitan dengan Wakalah perspektif 

kompilasi hukum ekonomi syariah di BMT Surya Abadi Seputih Raman 

jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian khususnya di 

BMT Surya Abadi Seputih Raman tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, hal ini dikarenakan dalam prosesnya terjadi pelaksanaan dua 

akad dalam satu waktu yang mengakibatkan adanya indikasi riba yaitu 

penentuan besaran margin serta kepemilikan barang belum menjadi milik 

BMT seutuhnya. Dengan demikian sesuai dengan aturan yang berlaku 

adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dalam 

dituangkan dalam pasal 119 maka BMT Surya Abadi Seputih Raman 

tidak menerapkan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syari’ah. Adanya manipulasi data terkait dengan tanggal 

pelaksanaan akad Wakalah yakni dimajukan tiga hari lebih awal dari 

Murabahah. Jika dilihat dari pasal 164 HIR/284 RBg tentang alat bukti 

surat maka kedudukan atau status hukumnya tidak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat.
9
 

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa 

literatur yang berhubungan mengenai Implementasi Wakalah dalam 

Pembiayaan Murabahah masih sangat minim. Oleh karena itu penelitian 

                                                           
9
Mike sucia sari, Kedudukan Akad Murabahah Berkaitan Dengan Wakalah Perspektif 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Bmt Surya Abadi Seputih Raman, (Metro: STAIN Jurai 

Siwo Metro,2015),h.22 
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terkait dengan permasalahan tersebut di atas penting untuk dikaji dan 

diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut 

terletak pada kajian penelitian yaitu tentang akad Wakalah dalam sebuah 

transaksi Murabahah, perbedaan penelitian ini adalah, penelitian BMT 

Artha Berkah Ansoruna mengambil objek penilitian yang terfokus pada 

masalah Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

. 

A. Wakalah 

1. Pengertian Wakalah  

Wakalah berasal dari Wazan Wakala-Yakilu-Waklan yang 

berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan Wakalah adalah 

pekerjaan wakil  Al-Wakalah juga berarti penyerahan (al Tafwidh) dan 

pemeliharaan (al-Hifdh) menurut kalangan syafi‟iyah arti wakalah adalah 

ungkapan atau penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-

wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa 

digantikan (an-naqbalu an-niyabah) dan dapat di lakukan oleh pemberi 

kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat 

pemberi kuasa masih hidup Perwakilan adalah Al-Wakalah atau al-

wikalah, menurut bahasa artinya al-hifdz, al-dhaman dan al-tafwidh 

(penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).
1
 

Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau 

penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata 

Tawkeel diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil 

alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang 

lain. 

                                                           
1
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.231 
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Akad Wakalah adalah akad  yang memberikan kuasa kepada 

pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa 

tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad Wakalah pada 

hakikatya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia 

membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat 

dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. 

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda 

menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama: 

a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah akad penyerahan 

b. kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain 

sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).  

c. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan 

oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh 

diwakilkan.  

d. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan 

dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan 

pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan 

setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat. 

e. Menurut Ulama Syafi‟iah mengatakan bahwa Wakalah adalah 

suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu 

oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu 
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melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi 

kuasa. 

f. Menurut Idris Ahmad al-wakalah ialah seseorang yang 

menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan 

oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang 

harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih 

hidup.
2
 

Berkenaan dengan akad Wakalah ini para ulama sudah sepakat 

mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan 

syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong, akad ini 

diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong- menolong dan dalam 

dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk 

mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang 

memerlukan modal, dan bank mendapat fee dari jasa tersebut. 

Pada pelaksanaannya mengenai akad Wakalah, para ulama 

mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad 

Wakalah yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung 

jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan 

penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud. 

Kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala 

tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi 

kuasa kepada wakil, wakil hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu 

                                                           
2
 Ibid, h.233 
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segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa, sedangkan ulama 

malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari 

kebiasaan dalam masyarakat. 

Kegiatan Wakalah bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang 

diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka 

dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia 

kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali 

dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa. 

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain 

untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama 

yang mewakilkan masih hidup. Pelaksanaan akad Wakalah pada 

dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat 

setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah 

pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak 

yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang 

dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila 

pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil 

dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan 

pekerjaan mewakilkan tersebut.  
3
 

2. Dasar Hukum Wakalah. 

Dasar hukum al-wakalah adalah firman Alloh SWT: 

                                                           
3
 Junaidi, Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah di Indoneasia, ( Jakarta: UIN-Malang 

Pers, 2009),h. 84 
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Artinya: 

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling 

bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara 

mereka: “sudah berapalama kah kamu berada (disini?)”. berkata (yang 

lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada 

(disini). Maka suurh lah salah seorang di antara kamu pergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah 

makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu 

untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-

kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”(Al-Kahfi:19)
4
 

 

                       

                             

Artinya: 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduannya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 

suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”(An-Nisa:35)  

Para ulama sepakat Wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka 

cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk 

jenis ta’awun atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. 

                                                           
4
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, h.233 
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Landasan hukum pemberlakuan Wakalah dalam akad di 

Perbankan Syariah adalah sebagai berikut : 

a. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 

tentang Wakalah. 

b. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 

2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah. 

c. Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 

2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. 

d. Fatwa No : NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil 

Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah. 

e. Kaidah Fiqh Dan Landasan Hukum Akad Wakalah. 

3. Jenis-jenis wakalah 

Wakalah dapat dibedakan menjadi: Al-Wakalah Al-Ammah dan 

Al-Wakalah Al-Khosshoh, Al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah 

mutlaqoh. 

a. Al-wakalah al-khosshoh, adalah prosesi pendelegasian wewenang 

untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. 

Dan spesifikasinyapun telah jalas, seperti halnya membeli Honda 

tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. 

b. Al-wakalah al-ammah, adalah prosesi pendelegasian wewenang 

bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku 

mobil apa saja yang kamu temui. 



19 
 

 
 

c. Al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah mutlaqoh. Adalah akad 

dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-

syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 juta jika 

kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan Al-wakalah al-muthlaqoh 

adalah akad Wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi 

dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jumalah mobil ini, 

tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.  
5
 

Sedangkan Menurut Muhamad Ayub, jenis-jenis Wakalah terdiri 

dari : 

a. Wakil –bil –kusoomah (mengambil alih beragam perselisihan/kasus 

atas nama principal). 

b. Wakil –bil taqazi al Dayn (penerimaan utang). 

c. Wakil bil Qabaza al Dayn (kepemilikan utang). 

d. Wakil bil bai (keagenanan perdagangan). 

e. Wakil bil shira (keagenan untuk pembelian). 
6
 

Pendapat lain mengenai jenis-jenis Akad Wakalah yaitu terbagi 

menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada 

Wakalah 'Aamah dan Wakalah Khaashah, ada Wakalah Muthlaqah dan 

Wakalah Muqayyadah (Terbatas), ada Wakalah Munjazah dan Wakalah 

Mu'allaqah, dan terakhir Wakalah Bighairi Ajr (tanpa upah) dan Wakalah 

Bi-Ajr (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat 

bahwa akad Wakalah pada pokoknya adalah akad Tabarru'at (sukarela-

                                                           
5
 Muhammad, Ekonomi Syari’ah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),h.108 

6
 Ibid, h. 110 
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kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (ghairu laazimah) bagi 

yang mewakili (al-wakiil). Namun apabila berubah menjadi Wakalah Bi-

Ajr (berupah) maka kondisinya berubah menjadi laazimah 

(berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi 

(Mu'aawadhaat). Berdasarkan jenis-jenis dari Wakalah tersebut akan 

dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada dimasyarakat. 

Akad Wakalah ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-

transaksi, baik dalam kegiatan Profit Oriented maupun Non Profit 

Oriented. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar 

diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan Wakalah dalam 

Implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam 

kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan di 

identifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad wakalah tersebut. 
7
 

4. Rukun dan Syarat Wakalah 

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-

MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000  tentang Wakalah. Landasan hukum 

yang disyariatkan dalam akad Wakalah adalah sebagai berikut : 

a. Rukun Wakalah: 

1) Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil) 

2) Orang yang diberi kuasa (al Wakil); 

3) Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil); 

4) Pernyataan Kesepakatan ( Ijab dan Qabul). 

                                                           
7
 Sumar’i, Konsep Kelembagaan Bank Syari’ah,( Yogakarta: Graha Ilmu, 2012), h.35 
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b. Syarat Wakalah 

1) Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap 

bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-

laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di 

tempat (gaib) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan 

sakit ataupun sehat. 

2) Orang yang menerima kuasa (al-Wakil), disyaratkan : 

a) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang 

diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu 

mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. 

b) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan 

penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada 

wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang 

diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar 

yang disetujui oleh pemberi kuasa. 

c) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan 

tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga 

menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi 

tanggungannya. 

3) Perkara yang Diwakilkan/Obyek Wakalah, Sesuatu yang dapat 

dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan 

orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh 
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syara’, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al 

Muwakkil , misalnya : jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan 

hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, 

pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan 

sebagainya. 

4) Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul). Kesepakatan kedua belah 

pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan 

menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang 

ditransaksikan. 

5) Pembatalan Wakalah dan Berakhirnya Wakalah 

a) Apabila pemberi kuasa berhalangan tetap, dalam hal pemberi 

kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa 

tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya 

pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali 

diperjanjikan lain. 

b) Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, 

apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa 

dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan 

barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan 

adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan 

saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang 

dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-

buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan 
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yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa 

pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan 

pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima 

kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan 

perbuatan. 

6) Berakhirnya Wakalah 

a) Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang 

berakad), atau hilangnya cakap hukum. 

b) Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua 

belah pihak. 

c) Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima 

kuasa, diketahui oleh penerima kuasa. 

d) Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan 

pemberi kuasa. 

e) Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. 

Sedangkan menurut hanafiyah rukun al-wadiah ada satu, yaitu 

ijab dan qobul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak 

termasuk rukun dan menurut hanafiyah dalah shigat ijab dianggap sah 

apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas dan (sharih) 

maupun dengan perkataan samaran (kiyanah). Hal ini berlaku juga untuk 

kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan 

mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda 

titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy). 
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B. Pembiayaan Murabahah  

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaaan Murabahah adalah penjualan barang oleh 

seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual 

berkewajiban untuk mengungkap kepada pembeli harga pokok dari 

barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual 

barang tersebut. Pembiayaan dapat dilakukan secara tunai ataupun 

tangguh. 
8
 

Kata Murabahah berasal dari kata ribkhu yang artinya 

menguntungkan. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan 

harga/cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur, 

Murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut 

keuntungan yang diketahui dengan menjual barang dengan keuntungan 

(laba) tertentu.  
9
 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual 

dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 

contracts, karena dalam Murabahah ditentukan berapa required rate of 

profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). 
10

 

                                                           
8
 Muhammad Amin Suma, Ekonomi dan Keuangan Islam, (Ciputat Tanggrang: Kholam 

Publilishing, 2008)h.165 
9
 Amin Suma, Pengantar Ekonomi Syari’ah Teori dan Praktik, (Bandung: CV Pustaka 

Setia 2015),h.355 
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Jual beli Murabahah yakni jual beli dengan modal dan 

keuntungan yang di ketahui.
11

 Dalam bai’al-murabahah, penjual (dalam 

hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibelib dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini 

produk  yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling 

mudah dalam Implementasinya dibandingkan dengan produk 

pembiayaan lainnya. Bank syariah yang bertugas untuk membelikan 

barang modal yang dibutuhkan. 

Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran 

ditangguhkan biasa disebut dengan Bai’ Bithaman Ajil atau disingkat 

dengan BBA. Kendati menggunakan istilah berbeda, dalam praktiknya 

kedua istilah pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu 

jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Transaksi Murabahah, 

kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam 

praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema 

pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah). 

Praktik yang banyak digunakan adalah skema pembayaran 

dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan 

pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan 

secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik 
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penerimaan pendataan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha 

pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik. 
12

 

2. Landasan Hukum Murabahah 

                        

                      

                       

                        

                      

                      

                          

                      

                  

                     

                       

                 

Artinya: 

  “Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu 

bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya, dan hendaklah penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggak 

menuliskannya sebagaimana Alloh mengajarkannya maka hendaklah ia 
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 Sofyan S. Harahab, Akutansi Perbankan Syari’ah,(Jakarta: PT. Selemba Empat, 

2009),h.180 



27 
 

 
 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Alloh 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. 

Jika yang hutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) 

atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaknya walinya 

yang mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dua orang saksi 

dari orang-orang lelakimu (di antaramu, jika tidak ada dua orang lelaki, 

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 

yang kamu ridhai, supa jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka di panggil, dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkannya) 

keraguanmu. (tulislah mu’amalah itu), kecuali jika mu’amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka tidak ada 

dosa di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya dan persaksikanlah apa bila kamu berjual beli, dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, Alloh mengajarkanmu, dan Alloh 

Maha Mengetahui sesuatu;
13

 

Dalam Tafsir Al-Qur’an Majid, Hasbi memberikan penjelasan 

dengan ayat di atas sebagai berikut: 

Menurut Hasbi, agar setiap mengadakan perjanjian utang-

piutang dilengkapi dengan perjanjian tertulis (membuat surat perjanjian 

utang-piutang). Hal ini penting, apabila pelunasan dilakukan dalam 

waktu berselang lama. Apabila jangka waktu utang telah jatuh tempo, 

penagihan hutang bisa dilakukan secara baik dan sekaligus menghindari 

persengketaan. Selain harus adil, penulis surat perjanjian juga 

disyaratkan mengetahui hukum-hukum yang bersangkut-paut dengan 

pembuatan surat utang, karena surat utang tidak menjadi penjamin yang 

kuat, kecuali penulisnya mengetahui hukum-hukum syara’ dan syarat-

syarat yang diperlukan, baik uruf (kelaziman adat) ataupun menurut 

undang-undang. Inilah maknanya “penulis harus menulis seperti yang 

diajarkan Allah” Penulis diperintah menulis setelah adanya larangan 

bersikap “enggan” maksusnya, untuk mengukuhkan (memperkuat) 

perintah menulis, mengingat pentingnya persoalan dan itu berhubungan 

dengan hak milik. Hendaknya seseorang itu yang mendikteran sesuatu 

yang akan ditulis oleh penulis. Dialah yang harus menjelaskan bahwa dia 

berutang, berapa besarnya uang, bagaimana syarat-syarat dan waktu 
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pembayaran. Hal yang demikian itu untuk menghindari penipuan 

terhadap orang yang berutang, sehingga nyatalah bahwa segala yang 

ditulis dalam surat perjanjian itu atas persetujuan kedua belah pihak.
14

 

Berdasarkan firman Allah SWT diatas menunjukkan beberapa 

aturan kepada hambanya dalam berakad, apabila mereka bermu’amalat 

secara tangguh (tidak kontan), seperti berutang yang mengambilnya 

dengan jangka waktu yang tertentu haruslah jelas dari sisi akad dengan 

membuat surat perjanjian yang sesuai dan patut untuk dijadikan barang 

bukti yang sah agar akadnya jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan di 

dalam bermu’amalat secara tangguh (tidak kontan). 

3. Rukun Dan Syarat Murabahah  

  Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi 

(necessary   condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya 

penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom 

Islam dan ahli-ahli Fiqh, menganggap Murabahah sebagai bagian dalam 

jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. 

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang 

berakad (penjual dan pembeli) dan ma’kud alaih (obyek akad).
15

  

  Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Murabahah meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Jual beli Murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki 

(hak kepemilikan telah berada di tangan sang penjual). Artinya, 

keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai 
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konsenkuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. 

Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa kauntungan yang terkait 

dengan resiko dapat mengambil keuntungan. 

b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-

biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu 

komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini 

merupakan suatu syarat sah Murabahah. 

c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal 

maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu 

syarat sah Murabahah. 

d. Dalam sistem Murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada 

pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, 

tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan 

barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga 

kepercayaan yang sebaik-baiknya.
16

 

4. Bentuk-Bentuk Akad Murabahah 

a. Murabahah sederhana 

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika 

penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai 

harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan .  
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b. Murabahah kepada pemesan 

Bentuk Murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, 

pembeli dan penjual. Bentuk Murabahah ini juga melibatkan pembelian 

sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan 

akan pembiayaan. Bentuk Murabahah inilah yang diterapkan perbankan 

syariah dalam pembiayaan 

C. Baitul Maal Wattamwil 

Koprasi syari’ah mulai diperbincangkan banyak orang ketika 

menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. 

Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori 

pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata 

mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para 

pengusaha mikro. 

Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syari’ah (baca Kelompok 

Swadaya Masyarakat Berlandasan Syari’ah) namun memiliki kinerja  

layaknya sebuah bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM pada saat itu 

adalah untuk menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya 

program PHBK Bank Indonesia (pola Hubungan Kerja sama antara Bank 

dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) hasil Kerjasama Bank Indonesia 

dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman. 
17

 

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep 

syari’ah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep Maal dan 
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Tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep Maal lahir yang menjadi 

bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan 

menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. 

Sedangkan konsep Tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni 

untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah 

kebawah (mikro). 

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul 

Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa 

nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana Baitul Maal 

berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. 

Sedangkan Baitul Tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.
18

 

Kehadiran BMT untuk menyerap anspirasi masyarakat muslim 

ditengah kegelisahan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai 

supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha 

kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan makro syariah yang 

bernama Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat 

finansil bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan 

menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT 

disatu sisi menjalankan misi ekonomi syari’ah dan disisi lain mengemban 

tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah 
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sebabnya perkembangan BMT sangat pesat ditengah perkembangan lembaga 

keuangan mikro konvensional lainnya.
19

  

BMT bersifat usaha dan bisnis, mandiri ditumbuh kembangkan 

secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek baitul maal, 

dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan 

dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf dll) seiring dengan penguatan 

kelembagaan BMT.
20

 

1. Konsep dan tujuan BMT 

Konsep yang dijalankan dalam transaksi lembaga keuangan syariah 

didasarkan kepada prinsip kemitraan sistem bagi hasil dan jual beli atau 

sewamenyewa untuk transaksi dan pinjam meminjam (qardh/kredit) 

bertujuan untuk transaksi sosial.
21

 

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan 

menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk 

meningkatkan produktifitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan 

bersepakat dalam nisbah bagi hasil. Dalam setiap priode akutansi (laporan 

usaha) anggota atau nasabah akan berbagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan. Sistem ini sesungguhnya inti dari LKS. Karena BMT yang 

memberikan modal, maka bertindak selaku shohibul maal dan anggota 

atau nasabah sebagai mudhorib.
22
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Mengingatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota harus diberdayakan 

(empowering) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat 

dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung 

kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat 

meningkatkan tarif hidup melalui peningkatan usahanya. Sebagai lembaga 

bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni 

simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana 

anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor 

ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas lagi 

BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor rill maupun sektor 

keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena 

BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. 

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan 

ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan 

pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat 

menciptakan susunan keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai 

kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah 

pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota 

dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat 

tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.
23
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2. Produk yang ada pada BMT. 

sebagai bagian penting dari aktivitas BMT. Kemampuan dalam 

menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga. 

Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan 

BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan 

menyalurkan dana secara baik.  

Wakalah dalam praktik di LKS biasanya terkait dengan akad lain 

yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya dalam akad pembiayaan 

murabahah, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang 

yang akan dibeli dengan pembayaan tersebut.
24

 

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan 

keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka 

lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau 

pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, 

maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan 

jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini 

jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaian dengan kemampuan 

nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, 

maka lembaga keuangan tidak diperenankan mengambil denda dari 

nasabah.  

Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah 

biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah dimana setelah nasabah 
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menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang 

yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah. 

Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya 

didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terait dan 

kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga.
25

 

Akad murabahah digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT 

dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membei rumah, kendaraan, 

barang-barang elektronik, furntur, barang dagang, bahan baku, atau bahan 

pembantu produksi. 

BMT boleh menunjuk unit sektor riil sebagai penyuplai barang-

barang yang akan dibeli anggota lalu menyetorkan dana pembeian barang 

ke unit sektor riil tersebut. BMT dapat mewakilkan pembelian barang 

tersebut dengan cara memberikan akad wakalah jika unit sektor riil tidak 

memiliki stok barang setelah barang tersebut menjadi milik BMT, baru 

dilasanakan akad jual beli murabahah.
26
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat di tengah masyarakat.
1

 Penelitian lapangan biasanya 

membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan 

kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.
2
 

Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan 

luas di dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk 

mengumpulkan data kualitatif. Tujuan penelitian lapangan adalah 

untuk mempelajari secara ekstensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, 

kelompok, lembaga atau masyarakat.
3
 Pada penelitian ini, peneliti akan 

meneliti Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah di 

BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. 

Secara harfiah, penelitian deskrptif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau 

kejadian-kejadian.
4

 Menurut Husein Umar, deskriptif adalah 

menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.
5
 

Sehingga dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang 

diteliti, terhadap keadaan yang sebenarnya maka dapat diperoleh  yang 

diperlukan. Sifat penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan 

pengelolaan Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah di 

BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur 

B. Sumber Data 

Sumber data di dalam penelitian adalah subyek darimana data 

dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data di dalam penelitian utama 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain-lain.
6
 Di 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

 

 

                                                           
4
KartiniKartono, PengantarMetodeolgiRisetSosial, h.32. 

5
Husein Umar, MetodePenelitianuntukSkripsidanTesisBisnis, (Jakarta :PT.RajaGrafindo 

Persada,2009), h.22. 
6
Lexy J. Moleong, MetodepenelitianKualitatif,(Bandung: RemajaRosdakarya, 2014) h.157. 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.
7
 Data tersebut diperoleh 

atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan 

penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti 

melalui  pihak-pihak pengelola BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram 

Baru Lampung Timur. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain, atau lewat dokumen-dokumen.
8
 Sumber data sekunder yang 

digunakan peneliti terdapat beberapa referensi buku seperti buku dari 

Bapak Adiwarman Karim tentang Bank Islam Analisis Fiqih Dan 

Keuangan dan buku dari Bapak Muhammad Syafi’i Antonio tentang 

Bank Syari’ah. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data 

yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah peneliti.
9
 Metode 

pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian 

kualitatif adalah observasi, wawancara. Pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara.
10

 

                                                           
7
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, h.121 

8
Sugiono,Metode  Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif R & D, Alfabeta, h.225 

9
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, h. 138 

10
Sugiono, Metode  Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif R & D, Alfabeta,h.137 
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Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi merupakan tehnik pengamatan dan pencatatatn 

sistematika Dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi 

dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari segala dan gejala 

atau fenomena kejadian atau peristiwa secara sistematis dan didasarkan 

pada tujuan penyelidikan yang tidak dirumuskan.
11

 

Edi Kusnadi berpendapat bahwa observasi dapat 

didefinisikan sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengkodean serangkaian perilaku suasana yang berkenaan dengan 

organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
12

 

Observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data 

tentang Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah yang 

terjadi di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung 

Timur. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan caratanya jawab, sambil bertatap muka antara 

sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan 

                                                           
11

Ibid,h.168 
12

Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, Ramayana Press,Jakarta,2008, h.102 
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menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).
13

 

Sementara itu menurut W. Gulo berpedapat bahwa 

wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam 

hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan 

pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.
14

 Wawancara ini 

dilakukan guna mempeoroleh data yang ada kaitannya di dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara bebas 

terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi tehnik 

wawancara bebas dan terpimpin yang di dalam pelaksanaannya 

pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang 

ditanyakan secara garis besar. 

Wawancara ini dilakukan dengan Pimpinan, Costumer 

Service, Account Oviccer, digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah. 

3. Dokumentasi 

Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal 

yang terjadi diwaktu silam.
15

 Suharsimi Arikunto mengatakan metode 

                                                           
13

Mahmud, ibid,h.225 
14

  W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2002) h. 119. 
15

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, h. 141 
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dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkip, buku daftar, majalah dan lain sebagainya.
16

 

Dokumentasi ini digunakan sebagai tehnik pengumpulan data 

untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara 

maksimal. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 

ada diBMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur. 

D. Teknik Analisis Data 

Bagdon mengatakan analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
17

 

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah 

terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan 

secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, 

dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan 

valid.
18

 Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data 

khusus yang diperoleh dari BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru 

                                                           
16

Suharsimi Arikunto,Metodologi  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta:PT Rinika 

cipta,1997),h.151 
17

Lexy J. Moleong, Metode penelitian Kualitatif, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2014) h. 

248.  
18

Moh.Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-MALIKI 

PRESS, 2008), h. 176. 
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Lampung Timur, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai 

Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Dan Profil BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru 

Lampung Timur. 

1. Sejarah Berdirinya BMT Artha Berkah Ansoruna 

BMTArtha Berkah Ansoruna merupakan koprasi milik sendiri, 

dalam rangka melayani dan memenuhi kebutuhan anggota serta berupaya 

menumbuh kembangkan prekonomian kerakyatan yang di amanatkan oleh 

UUD 1945 pasal 33 ayat (1) tentang penting nya koprasi sebagai soko guru 

prekonomian rakyat dan mengimplementasikan UU nomor 25 tahun 1992 

tentang prekonomian Indonesia. 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tanggal 26 desember 

2014 telah disepakati terbentuknya KSU Ansoruna Lampung Timur 

dengan unit BMT Artha Berkah Ansoruna. Dengan badan hukum Nomor: 

03/BH/X . 7/1/2015 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum 

kementrian negara koprasi dan usaha kecil dan menengah republik 

Indonesia, dinas koprasi dan usaha metro kecil dan menengah Kab. 

Lampung Timur.
1
 

KSU BMT Artha Berkah Ansoruna dikelola oleh tenaga-tenaga 

terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekruitmen karyawan yang 

ketat. Kegiatan oprasional sehari-hari dilasanakan oleh manajer yang 

                                                           
1

BMT Artha Berkah Ansoruna, Dokumen struktur organisasi, diperoleh tanggal 1 

desember 2017 



44 
 

 
 

bertanggung jawab kepada pengurus. Dalam pelayanan kebutuhan anggota 

merupakan satu hal yang harus diutamakan dengan prinsip memberikan 

kemudahan dalam bertransaksi sesuai syari’ah. 

BMT Artha Berkah Ansoruna merupakan lembaga keuangan 

syariah yang didirikan dari hasil kerja sama antara anggota dan 

mendapatkan ijin dari dinas tekait salah satunya yaitu pembiayaan 

murabahah dan pembiayaan mudarobah. 

2. Visi, Misi, Motto BMT Artha Berkah Ansoruna 

Dalam upaya meujudkan KSU-BMT Artha Berkah Ansoruna 

dapat tumbuh dan berkembang sebagai lembaga keuangan yang 

profesional, mandiri dalam melayani anggota dalam prinsip syariah, maka 

BMT Artha Berkah Ansoruna mempunyai Visi, Misi, Motto. 

BMT Artha Berkah Ansoruna mempunyai Visi yaitu, 

“mewujudkan koprasi serba usaha Syariah BMT Artha Berkah Ansoruna 

sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat luas untuk mengembangkan 

ekonomi umat” 

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka BMT Artha Berkah 

Ansoruna mempunyai Misi antara lain: 

a. Tercapainya pelayanan prima terhadap anggota yang cepat dan tepat. 

b. Terwujudnya konsistensi pengembangan lembaga keuangan secara 

syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat dan bermartabat. 

c. Menerima dan mengembangkan karyawan yang profesional dalam 

wilayah kerja yang sehat. 
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d. Terbuka dalam penyampaiyan laporan keuangan, dari anggota untuk 

kesejahteraan anggota dan mitra. 

e. Menggunakan standar oprasional prosedur (SOP) sesuai standar 

Koprasi Syariah yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat luas. 

Adapun Motto dari BMT Artha Berkah Ansoruna yaitu “Sahabat 

Anda Menuju Sukses” 

Dengan demikian, diharapkan keberadaan warga masyarakat yang 

menjemuk seperti itu dapat memanfaatkan keberadaan BMT Artha Berkah 

Ansoruna yang merupakan koprasi daerah semaksimal mungkin baik 

untuk transaksi penyimpanan atau kredit untuk mendukung usahanya 

ataupun keperluan lainnya, untuk bersama-sama membangun. 

3. Struktur Organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna 

Adapun struktur organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna adalah 

sebagai berikut:
2
 

 

 

 

 

 

                                                           
2
BMT Artha Berkah Ansoruna, Dokumen struktur organisasi 
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STRUKTUR ORGANISASI 

KOPRASI SERBA USAHA ANSORUNA LAMPUNG TMUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS KOPRASI DAN 

UMKM KABUPATEN / 

KOTA 

RAPAT ANGGOTA 

TAHUNAN (RAT) 

 

BADAN PENGAWAS 

PENGURUS 

M.AKMAL FATONI, 

S.pd.I 

KETUA UMUM 

Hi.AHMAD MUHID WAKIL KETUA 

SUPARJAN SEKERTARIS 

NOER CHOLIK ABR A BENDAHARA 

MANAGER ISMA’IL 

AKUNTING LUSI NUR HIDAYATI 

TELLER/KASIR PUTRI SAFIYA MELATI 

MARKETING M.SETIONO 

MARKETING 

 
PIPIT SENJA OKTAVIA 

MARKETING 

 
ULUL FIKAROH 

ANGGOTA 

BUDI WAHYONO,S.H.I KETUA 

MUSTAJAB,S.Pd.I 

PONIMAN, S.Kom 

ANGGOTA 

ANGGOTA 
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Dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat bagian 

tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Pemimpin dan 

karyawan bertanggung jawab penuh kepada pemilik atas kepercayaan yang 

telah diberikan kepada mereka untuk menjalankan tugasnya. Struktur 

organisasi yang dijalankan di BMT adalah struktur lini dan pelayanan. 

Struktur ini memiliki tugas yang erat hubungannya dengan pelaksanaan 

tugas pokok organisasi, yaitu langsung memberikan jasa kepada 

masyarakat atau langsung mengatur tata kehidupan masyarakat dalam 

suatu bidang. Sedangkan fungsi yang kedua adalah memberikan pelayanan 

kepada masyarakat (anggota) berupa bantuan keuangan atau pembiayaan. 

 

4. Tugas dan wewenang pengurus di BMT Artha Berkah Ansoruna. 

a. Badan pengawas 

Memiiki fungsi sebagai pengawas atas kinerja usaha BMT agar 

senantiasa menerapkan norma-norma dan hukum dan syariah dalam 

pelaksanaan usaha BMT. 

b. Pengurus 

Bertanggung jawab atas aktifitas BMT dan melaporkan 

perkembangannya kepada anggota melalui RAT, melakukan 

pengawasan dan pertemuan bulanan untuk membahas laporan serta 

kendala yang dihadapi, membatu mengelola evaluasi dan menyusun 

perencanaannya, mendapat data menyiapkan bahan dan agenda rapat 

anggota untuk melaporkan perkembangan BMT. 
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1). Direktur  

Menyusun rencanakerja bulanan dan tahunan, menentukan 

target pencapaia tujuan bulanan dan tahunan, menyusun setrategi 

pencapaian target, menyusun anggaran pendapatan dan belanja 

BMT, memonitor pelaksanaan kerja dan hasil kerja dari karyawan, 

memberikan motifasi dan semangat kerja karyawan, menjaga 

likuiditas keuangan BMT Artah Berkah Ansoruna dan mencairkan 

solusi masalah likuiditas, menjalin kerja sama antara lembaga 

keuangan syariah, memantau dan membantu pemecahan pembiayaan 

bermasalah, memeriksa kebenaran redaksi, kelengkapan pesyaratan 

naskah atau dokumen transaksi setiap mitra sebelum akad perjanjian 

ditandatangani oleh direktur. Dan melaporkan secara tertulis hasil 

kerja direktur kepada pengurus. 

2). Dev. Oprasional 

Fungsi utamanya adalah merencanakan, mengarahkan, 

mengontrol, serta mengevaluasi dibidang oprasional, baik yang 

berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat 

meningkatkan profesionalisme keja BMT Artha Berkah Ansoruna 

khususnya pelayana kepada anggota maupun mitra atau calon 

anggota BMT Artha Berkah Ansoruna. 

3). Dev. Marketing. 

Menyusun rencana kerja bidang marketing bulanan maupun 

tahunan, menyusun rencana strategi bersaing bagi pemasaran 



49 
 

 
 

produk-produk BMT Artha Berkah Ansoruna, senantiasa memonitor 

dan mengevaluasi kinerja AO dan menyelenggarakan rapat bidang 

marketing sebulan sekali, mencapai peluang pasar protensial 

menurut tingkatan pasar dan wilayah kerja, dan memberikan layana 

inflasi tentang produk-produk BMT kepada calon mitra atau mitra 

pengguna jasa keuangan syari’ah. 

4). Teller 

a) Menyusun rencana kerja harian/bulanan dan melaporkannya 

kepada manajer oprasional, manajer pemasaran, manajer 

administrasi personalia dan direktur. 

b) Menerima dan menyerahkan uang kas kepada manajeroprasional 

dan menyimpan berkas 

c) Menerima dan mengeluarkan uang tunai dari dan kepada 

anggota atau mitra atau lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

d) Membuat bukti-bukti transaksi uang masuk dan uang keluar 

setiap transaksi yang diakukan setiap hari kerja 

e) Bertanggung jawab tentang laporan kas harian, keamanan uang 

kas dan harian arus kas tiap akhir bulan. 

5). Accounting 

a) Memahami sistem akuntansi syari’ah 

b) Membuat pembukuan dan dokumentasi 
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c) Memberikan informasi tentang aktiva, kewajiban dan modal 

kepada manajer oprasional maupun pengurus 

d) Menyusun laporan keuangan dan melaporkannya kepada 

manajer oprasional serta pengurus 

e) Mengarsipkan berkas-berkas laporan keuangan 

f) Menjaga keamanan arsip laporan keuangan dan tidak 

menginformasikan kepada pihak manapun tanpa seizin manajer 

prasional 

 

B. Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha 

Berkah Ansorun Mataram Baru Lampung Timur. 

Beragamnya kebutuhan masyarakat akan pememenuhan finansialnya 

maka berbagai carapun dilakukan agar kebutuhan tersebut tercukupi. Salah 

satunya yaitu dengan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan bank atau 

non bank. Misalnya dengan mengajukan pembiayaan murabahah di BMT.  

Pembiayaaan Murabahah merupakan penjualan barang oleh 

seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban 

untuk mengungkap kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin 

keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut. 

Pembiayaan dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh. 
57

 

Pembiayaan Murabahah yang dilakukan di BMT Artha Berkah 

Ansoruna diawali dengan proses mengajukan pembiayaan, calon anggota 

                                                           
57

 Muhammad Amin Suma, Ekonomi dan Keuangan Islam, (Ciputat Tanggrang: Kholam 

Publilishing, 2008)h.165 
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datang ke BMT dan mengisi formulir permohonan pembiayaan Murabahah 

serta calon anggota menunjukan  berapa nominal yang diajukan. Dalam 

formulir kemudian dilampirkan persyaratan-persyaratan lain dari pemohon 

untuk keperluan survey dari pihak BMT Artha Berkah Ansruna.  

Berikut beberapa persyaratan didalam pengisian formulir, adapun 

Syarat Administratif dan Non Administratif, berikut: 

1. Syarat Administratif 

a. Foto Copy KTP 

b. Foto Copy kartu keluarga 

c. Foto Copy surat nkah 

d. Foto Copy surat-surat resmi dari barang-barang yang akan dijadikan 

jaminan (Sertifikat Tanah, BPKB) 

e. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang ditanda tangani pemohon 

dan pihak wali 

f.  Agunan mutlak kepemilikannya atau hak miliknya dengan ditunjukkan 

oleh instansi yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang 

berlaku 

2. Syarat Non Administratif 

a. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau diatas namakan 

b. Pemohon atau nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi 

jenis akad pembiayaan dan ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan  
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c. Pemohon harus berada diwilayah yang dapat dijangkau oleh BMT yang 

bersangkutan
58

 

Dalam hal ini pihak BMT melakukan survey terhadap calon nasabah 

menggunakan strategi 5C yaitu: character (prinsip ini dilihat dari segi 

kepribadian nasabah), capacity (menilai nasabah dalam menjalankan 

keuangan yang ada usaha yang dimiliki), capital (terkait kondisi aset dan 

kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha), 

collateral (jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah 

tidak bisa memenuhi kewajibannya), condition (pembiayaan yang diberikan 

juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan 

prospek usaha calon nasabah). 

Setelah data lengkap pihak BMT melakukan survey dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah anggota layak untuk mendapatkan pembiayaan. 

Apabila dalam proses survey tersebut anggota memang benar-benar layak 

untuk dapat mengajukan pemohonan Murabahah maka dilakukan akad 

Murabahah yang dalam akad tersebut mencakup pembiayaan yang di setujui, 

jangka waktu pembayaran, dan jaminan yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. 

Dalam pembiayaan murabahah hendaknya memenuhi rukun 

murabahah yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan 

pembeli) dan ma’kud alaih (obyek akad).
59

  

                                                           
58

Hasil wawancara dengan , Putri Safiya Melati selaku teller/kasir, BMT Artha Berkah 

Ansoruna pada tanggal 1 Desember 2017 
59

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.70 
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Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Murabahah 

diantaranya meliputi: 

e. Jual beli Murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak 

kepemilikan telah berada di tangan sang penjual). Artinya, keuntungan 

dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsenkuensi dari 

kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan 

kaidah, bahwa kauntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil 

keuntungan. 

f. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya 

lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, 

semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan 

suatu syarat sah Murabahah. 

g. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun 

persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah 

Murabahah. 

h. Dalam sistem Murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli 

untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih 

baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang 

merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan 

yang sebaik-baiknya.
60

 

Adapun rukun murabahah didalam BMT Artha Berkah Ansoruna 

yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, ijab dan qobul. Sedangkan 
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Mardani, Fiqih Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 136 
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syarat dari murabahah yaitu informasi mengenai harga pokok, informasi 

tentang keuntungan, tidak boleh mengandung riba, penjual memberitahu 

biaya modal kepada anggota.
61

 

Akad Murabahah digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT 

dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, 

barang-barang elektronik, furnitur, barang dagang, bahan baku, atau bahan 

pembantu produksi. 

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh peneliti, sesuai dengan 

kajian teori bahwa anggota melakukan pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, maka implementasi yang diterapkan diBMT Artha Berkah 

Ansoruna anggota melakukan pengajuan pembiayaan terebih untuk barang 

yang diinginkan seperti perabotan rumah tangga, (meja, kursi, lemari), sepeda 

motor, barang untuk usaha biasanya juga untuk pembelian mobil. 

Pembiayaan yang dilakukan di BMT Artha Berkah Ansoruna dari 

transaksi pembelian barang serta jumlah keuntungan dari harga beli barang 

sudah disepakati oleh anggota dan pihak BMT. Setelah pengajuan dari 

anggota diterima kemudian pihak BMT memberikan kuasa kepada anggota 

untuk dapat membeli sendiri barang yang anggota inginkan kepada 

suplayer.
62

 

Dalam hal ini pihak BMT tidak diperkenankan mengambil margin 

terlalu banyak. Itu juga tergantung berapa dana yang dikeluarkan untuk 

keperluan anggota, margin yang telah disepakati bersama, apabila disepakati 
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oleh kedua belah pihak maka bisa dilakukan dan dengan melakukan agsuran 

selama jangka waktu yang telah disepakati.
63

 

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan 

keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka 

lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli 

untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah 

membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah 

disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka 

waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila 

nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan 

diperkenankan mengambil denda dari nasabah. 
64

 

Di dalam paktiknya di BMT Artha Berkah Ansoruna jika anggota 

tidak melakukan angsuran dengan waktu yang telah disepakati, maka pihak 

BMT terlebih dahulu memberikan teguran, jika anggota tersebut tidak 

memberikan respon kembali, maka pihak BMT memberikan surat yang 

berisikan jika anggota tidak dapat melakukan angsuran dengan jangka waktu 

yang disepakati maka jaminan tersebut akan menjadi milik BMT, jika dalam 

pelelangan barang mendapatkan kelebihan dana maka pihak BMT akan 

memberikan kelebihan tersebut kepada anggota.
65

 

Dalam hal ini pembiayaan Murabahah dari BMT menggunakan akad 

Wakalah karena pada dasarnya pihak BMT tidak memiliki barang yang 
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diinginkan anggota dan terebih agar anggota dapat membeli barang sesuai 

keinginan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT Artha 

Berkah Ansoruna bahwa setelah anggota melakukan pencairan dana maka 

anggota membayar biaya administrasi sebesar 2% dari total pembiayaan yang 

disetujui. Nilai jaminan atau harga jaminan harus lebih besar dari jumlah 

pembiayaan yang diajukan, hal ini untuk menjaga kepercayaan pihak BMT 

dengan anggota. Di dalam BMT Artha Berkah Ansoruna telah menerapkan 

berdasarkan pemaparan diatas.
66

  

BMT Artha Berkah Ansoruna menerapkan akad Wakalah sejak awal 

2016. Hal ini  bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar 

dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki 

anggota. Dengan mendapatkan tambahan modal dari BMT kepada anggota 

secara langsung, bahwa anggota nantinya membeli sendiri barang yang 

dikehendaki, bukan BMT. Menggunakan akad Wakalah yaitu akad 

pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain.
67

 

Akad Wakalah merupakan  akad  yang memberikan kuasa kepada 

pihak lain untuk melakukan kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak 

dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Pada hakikatya akad yang 

digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau 

mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang 

lain untuk melaksanakannya.
68
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Berikut beberapa rukun dan syarat dalam akad wakalah: 

1. Rukun Wakalah: 

5)  Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil) 

6)  Orang yang diberi kuasa (al Wakil); 

7)  Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil); 

8)  Pernyataan Kesepakatan ( Ijab dan Qabul). 

2. Berikut beberapa persyaratan Syarat Wakalah: 

7) Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap 

bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki 

maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) 

maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. 

8) Orang yang menerima kuasa (al-Wakil), disyaratkan : 

1) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan 

kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan 

yang dimandatkan kepadanya. 

2) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan 

penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada 

wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan 

kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui 

oleh pemberi kuasa. 
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3) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa 

sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan 

kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.
69

 

Para ulama sepakat Wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka 

cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk 

jenis ta’awun atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.
70

 

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh peneliti, sesuai dengan 

kajian teori bahwa akad wakalah tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-

menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Dalam pelaksanaan wakalah di 

BMT Artha Berkah Ansruna anggota melakukan pembelian atas barang 

dengan sendirinya. Akad Wakalah yang dilakukan wakil secara bebas 

merupakan tanggung jawabnya, walau nanti setelah akad selesai antara 

pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang 

dimaksud. Dalam implementasi diBMT Artha Berkah Ansruna yang tejadi 

dilapangan banyak nasabah yang tidak datang kembali untuk menunjukan 

notta atau barang tesebut. 

Konsep Wakalah yang diterapkan di BMT Artha Berkah Ansoruna 

bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar dapat membantu 

hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Dengan 

mendapatkan modal dari pihak BMT kepada anggota melalui secara 
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langsung, anggota dapat memenuhi kebutuhan akan pembelian suatu barang 

dengan cepat.
71

 

Anggota yang telah membeli barang selanjutnya melakukan 

pembayaran kepada pihak BMT secara cicilan sesuai dengan jangka waktu 

yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dari keterangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa BMT sebagai pemberi pinjaman bukan sebagai penjual 

karena pada awal akad yang dilakukan, barang belum dimiliki oleh BMT. 

Berdasarkan temuan peneliti yang telah dipaparkan peneliti diatas, 

dapat dilihat bahwa dalam pembiayaan murabahah di BMT Artha Berkah 

Ansoruna menerapkan akad wakalah. Dalam penerapan tersebut pihak BMT 

telah memenuhi syarat wakalah namun terdapat masalah pada beberapa 

anggota tidak menunjukkan bukti pembelian barang atas barang yang 

disepakati pada pembiayaan murabahah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam pembiayaan murabahah di BMT Artha Berkah 

Ansoruna menerapkan akad wakalah. Dalam penerapan tersebut pihak 

BMT telah memenuhi syarat wakalah namun terdapat masalah pada 

beberapa anggota tidak menunjukkan bukti pembelian barang atas barang 

yang disepakati pada pembiayaan murabahah. 

BMT Artha Berkah Ansoruna dalam pembiayaan murabahah 

menerapkan akad wakalah sejak tahun 2016-sekarang. Dalam 

penerapannya telah berjalan baik sesuai dengan syarat-syarat wakalah. 

Akan tetapi masih terdapat sebagian anggota (Al-Wakil) yang tidak 

memenuhi akad wakalah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat 

diberikan yaitu Sebaiknya pihak BMT selain melakukan survey diawal, 

BMT juga melakukan survey setelah barang sudah ditangan anggota, 

bertujuan untuk apakah barang sesuai dengan awal akad atau tidak.Jika 

sebagian anggota melakukan angsuran melebihi tanggal yang disepakati 

dengan selisih tanggal kurang lebih 5 hari, maka sebaiknya diberi sansi 
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seperti dianjurkan untuk melakukan infaq dengan nominal yang tidak 

ditentukan.  
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A. Wawancara Dengan Pemimpin BMT Artha Berkah Ansoruna 

Mataram Baru Lampung Timur 

1.  Bagaimana sejarah didirikannya BMT Artha Berkah Ansoruna? 

2. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Murabahah? 

3. Apakah BMT menerapkan akad wakalah? 

4. Mengapa dalam pembayaan Murabahah menggunaan Wakalah? 

5. Bagaimana pelasanaan pembiayaan Murabahah dengan 

menggunakan akad Wakalah? 

6. Sudah berapa lama menggunakan akad wakalah? 

7. Apakah pihak BMT percaya kepada nasabah dengan menggunakan 

akad Wakalah? 

8. Biasanya nasabah melakuan pembiayaan Murabahah untuk 

pembelian apa saja? 

9. Berapa hari untuk proses pencairan dana pembiayaan Murabahah? 

10. Berapa margin yang BMT ambl dari pembiayaan Murabahah? 

11. Apakah jaminan setara dengan jumlah pembiayaan? 

12. Apa saja denda yang diberikan kepada nasabah yang bermasalah? 

 

 

 

B. Dokumentasi 

1. Sejarah dan Profil BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru 

Lampung Timur? 



 
 

 
 

2. Struktur Organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru 

Lampung Timur? 

3. Laporan nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah? 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Lilis Fatimah dilahirkan pada tanggal 10 

november 1995 di desa Teluk Dalem Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Anak 

pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak 

Miskan dan Ibu Siti Roziqin. 

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di 

Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 03 Teluk Dalem diselesaikan pada tahun 2007. 

Selanjutnya meneruskan di SMP Negri 01 Mataram Baru Lampung Timur 

diselesaikan pada tahun 2010 dan dilanjutkan kejenjang Sekolah Madrasah Aliyah 

yaitu di MA Ma’arif NU 05 Sekampung Lampung Timur yang diselesaikan pada 

tahun 2013. Pada tahun yang sama yaitu 2013, peneliti diterima menjadi 

mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro 

Prodi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam TA. 

2013/2014 yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Metro pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. 

 


